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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menegaskan bahwa
Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip dan
ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan
persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

a.

. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan yang ditandatanganib.
oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
B-PK.02.09/90/2017, tanggal 20 Desember 2017, perihal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu
ditindaklanjuti,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip
Substantif:

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1
Indonesia Tahun 1945,

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan2.
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820):



3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 507 1):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286),

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetepan Jadwal Retensi
Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 665),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
SUBSTANTIF.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan
terhadap suatu jenis arsip.



(1)

(2)

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi
sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan
sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif
beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan
dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif bidang pembinaan
kearsipan, konservasi arsip, pendidikan dan pelatihan kearsipan, akreditasi
kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan serta jasa kearsipan.
Jenis Arsip adalah unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu
unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau subyek merupakan hasil dari
kegiatan yang sama.

Pasal 2

Pengaturan JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan
untuk menjamin tertib administrasi prosedur pengajuan penetapan JRA
Substantif.

(1

Pengaturan JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
a. sebagai panduan teknis bagi Pemerintahan Daerah dalam melakukan

penetapan retensi atau masa simpan arsip in aktif dan statis, serta
penyusutan dan penyelamatan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah,
dan

b. mendorong terciptanya jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah,
sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan serta
menjamin pengamanan informasi, terselamatkannya arsip statis sebagai
sumber informasi, bukti akuntabilitas kinerja dan memori kolektif bangsa.

(2)

BAB II
JRA SUBSTANTIF

Pasal 3

JRA Substantif terdiri atas:
a. jenis arsip:
b. jangka waktu/retensi, dan
Cc. keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu Jenis Arsip

dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.
JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat
diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari pimpinan perangkat daerah.



BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1

Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 September 2018
Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum
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